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TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan schat
merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh
setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dssar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sehingga lingkungan hidup periu terus
dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang
pembangunan berkelanjutan;

b. bahwa  permasalahan lingkungan hidup sebagai
akibat dari kegiatan manusia dan peristiwn alam
lainnya  berpotensi  menimbulkan  pencemaran
dan/atau  kerusakan lingkungan hidup yang
mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya
ampung lingkungan hidup yang pada akhimya
mengancam  kelangsungan hidup manusia dan
makhluk hidup lamnnys. maka periu dilakukan
periindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
secarn komprehenaifl dan terpadu;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a dan hural b, periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:



Pasal 18 Ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesin Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daernh  Otonom Kabupaten Dalam
Ungkungan Daserah Propinei  Sumaters  Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomar 25);

Undang-Undang Nomor 26 Tehun 2007 ‘tentang
Penntaan  Rusng [Lembaran  Negara Republik
Indonesin Tahun 2007 Nomer 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 32011 Temtang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambashan Lembaran Negarm Republik
Indonesin Nomor 5234] sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang FPembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneain Nomor 6398),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5587)

schagaimana telah diubah bebermpakali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubshan Kedus Atas Undang-Undang Nomor 23
Tuhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



T Permturan Pemerintab Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Republik Indonrses Mamaor 4161),

8 Peratumn Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
lmn  Lingkungan  (Lembaran Negarn  Republik
indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembann Negars Republik Indonesia Nomor 52851,

U Peraturan Pemeriniah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturun Mentenn Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produlk
Hukum Dmerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomer 157},

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :
Menetapian . PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNOGAN DAN
PENCGELOIAAN LINOKUNCGAN HIDUP.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

2.

Daerah adalah Kabupaten Knmpar.
Pemerintah  Daerah  adalah Pemerintah  Kabupaien

Kampar,

3. Bupati adulah Bupati Kampar,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnys
diningkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Hakyat
Daerah Knbupaten Kampar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Kampar.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas lingkungan Hidup
Kabupaten Kampar.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan rusng dengan
semua benda, daya, lkeadaan dan makhiuk hidup,
termasuk  manusia | dan perilakunya, vang
mempengaruhi alam itu  sendiri, kelangsungan
perikehidupan dan kescjahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
selanjumya disingkat PPLH adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan  mencegah terjadis
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang meliputs peTencanaan, R f
pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan
penegakan hukum.

10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki

kesamaan ciri Iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
serta  pola interaksi manusia dengan alam vang

menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan
hidup.



11, Analinis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut
Andal adalah telash secara cermat dan mendalam

tentang dampak penting suatu  rencana usaha

dan /utau kegntan
12. Ekosistern adanlah tatanan unsur lingkungan hidup

vang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling
mempengaruhi  dalam membentuk  kesexmbangan,
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Linghkungan
Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolasnnya dalam kurun waktu tertentu.

14, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian
upay untuk memelihara kelangsungan daya dukung
dan daya tampung lingkungan,

15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
kompanen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusis, schingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditetapkan.

16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap mifat fisik,
kimia dan/atau hayati lingkungan hidup, yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

17. Bahan Berbahaya dan Beracun yang O
disingkat B3 adalah Zat, Energi dan/atau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau

jumlahnya, baik secara langsung n tidak
langsung dapat mencemarkan dan/atau
lingkungan hidup dan/atau membahayakan
Hngkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhiuk hidup lain.

18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jung
selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usahg
dan/atau kegiatan yang mengandung B3,



19 Pengelolaan Limbah B3 adalah kegintan yang melipun

PEMEUTRNEAN. pEnfyHDpRnen. pengumpulan,
proganghutan,  pemanfuitan, pengolahan  dan/staw
petiimbninan

menempatkan  dan/atau memasukkan  limbah
dan/atay bahan dalam jumiah, konsentras, waktu dan
lokasi tortenty dengan persyarstan tertentu ke media

lingkungan hidup tertentu.
21 Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan

lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia,
makhiuk hidup lain dan keseimbangan antar
keduanyn.

22 Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan
lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya.

23. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, vang selanjutnya
disingkat KLHS adalah mangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan  partisipatif untuk
memastikan bahwa prinmip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu  wilayah  dan/atau
kebijakan, rencans dan /atau program.

ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional,



26. Rencana Pembangunan Jangkn Panjang Deersh yang
e ol e e S
peeencanaan  pembangunan

uh) tahun,

QT.Eﬂm Pembangunan Jangka wm
yang selanjutnys disingkat “5‘-1“:' p;mﬁnﬂt . i
perencanaan pembangunan untu

m::L Mengenal Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah whlm
dampak penting suaty usaha dan/atau l-m-_l“ﬂ!ﬂi
direnicanakan pade lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan  keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

29. Upaya Pengelolann Lingkungan Hidup dan UI‘-"J"I
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut UKL-UPL adalah pengelolann dan pemantauan
terhadap usaha dan/atau  kegiatan yang  tidak
berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

M.MWWWHWM
selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan dar
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pengelolann dan pemantauan lingkungan
hidup atas dampak lingkungan hidup atas usaha
dan/atau kegintan.

31 Perubahan llim adalsh berubahnys iklim yang
diakibatkan langsung atuu tidak langsung oleh aktivitas
manusia schinggn menyebabkan perubahan komposisi
atmosfir secamm global dan perubahan variabilitas iklim
alaminh yang teramati pada kurun wakiu yang dapat
dibandinglan.

32 Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di
Hllhpu-uhmm.huuﬂldrhutdinﬂrhﬂ.



13, Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan
di  bawah permukaan tanah, termasuk dalam
pengertian ini akuifer, mata mir, sungal, rawa, danau,

situ, waduk dan muara.
34 Baku Mutu Alr adalah ukuran batas atay kadar

makhluk hidup, 2at, energi atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar  yang
ditenggang keberadaannya di dalam air.

35. Baku Muty Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan/stau jumiah unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang
akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari
suntu usaha dan/atau kegiatan.

36. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energl dun/atau komponen lan ke
dalam nir oleh kegintan manusia, sehingga melampaui
baku mutu air yang telah ditetapkan.

37. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi
pada lapisan troposafir yang berada di dalam wilayah
yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan
mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup
dan unsur lingkungan hidup lainnys.

38. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau
kadar zat, energl dan/atau komponen yang ada atau
yang seharusnys ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggung keberadaannya dalam udara ambien.

39. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas
maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh
dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan
bermotor.

40. Baku Mutu Emisli Sumber Tidak Bergerak adalah batas
kadar maksimum dan/astay beban emisi maksimum
yvang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam
udara ambien.

41. Baku Mutu Oangguan adalah batas kadar maksimum

sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara
dan/atau zat padat



42 Tanah adalah salah satu komponen lshan, berupa
lapinan teratas Werak bumi yang terdiri dari bahan
mineral dan bahan organik serts mempunyai sifen fisik,
Kimin, biologi dan mempunysl kemampusn menunjang
kehidupan manusia dan makhluk hidup tsinnya.

43 Kriterin Baky Kerusakan Tanah adalah ukuran batas
perubahian sifat disar tanah yang dapat ditenggang.
44, Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah

mmwmmmmmm.

45 Rehabilitasi adalah upaya pemulthan  untuk
mengembalikan nilal, fungs dan manfaat lingkungan
hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan,
memberikan periindungan dan memperbaiki ekosistern.

46, Restorasi sdalah upaya pemulihan untuk menjadikan
lingkungan hidup atau bagian-bagannya berfungsi
kembali sebagaimana semula.

47 Remidinai  adalah upaya pemulihan pencemaran
lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu linghkungan
hidup.

48 lzin Lingkungen adalah izin yang diberikan kepada
setinp orang yang melakukan usaha dan/atau kegintan

yang wajib Amdal atay UKL-UPL dalam rmangka
perlindungan dan pengelolann lingkungan hidup
sebagnl prasyarst mempercieh izin usaha dan/atay
kegiatan.

49, Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan
diantara dus pituk atau lebih yang timbul dari kegiatan
yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada
lingkungan hidup.

50, Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang
yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendm
yang tujuan dan kegistannya berkaitan dengan
lingkungan hidup.

51.Orang adalah orang perscorangan atau badan usaha
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.



Pasal 2

PPLH dilakasnakan berdasarian anas:

Fe® S8 an o

Al

tanggung jawab daerah:
kelestarian dan keberlanjutan:
keneranian dan keseimbangan;
kesejahterann sosial,
keterpaduan;

manfaat;

kehatinn-hatian;

keadilan;

ekoregion;

keanekaragaman hayati;
pencemar membavar;
partisipatil; dan

m. kearifan lokal.

Pasal 3

PPLH bertujuan untuk :

R

mewujudkan upaya periindungan dan pengelolaan
Iingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen,
untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas

lingkungan hidup,
menumbuhkan kesadaran masvarakat dan pelaku

usaha dalam kegiatan PPLH;

melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya
lingkungan hidup yang tercemar dan /atau rusak:
memelihara  lingkungan  hidup  melalui upaya
konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi
atmosfir terhadap perubahan iklim;

memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan
kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap
lingkungan hidup; dan

memanfaatkan sumber daya alam secara proporsional
untuk pembangunan berkelanjutan.



Pasal 4

Ruang lingkup PPLH meliputl:
A perencanaan,
b. pemanfantan;
¢ pengendalian;

d.
e,
f

pemelihaman;
pengavwasan; dan
penegakan hukum.

Pasal 5

Dalam perfindungan dan pengelolaan lngkungan hidup
Pemerintah Dacrab mempunyal wewenang

a
b
cl-

d.

menetapkan kebijakan daerah;
menetapkan dan melaksanakan KLHS;

menctapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
RPPLH;

menetapkan den melaksanakan kebljakan mengenai
Armdal dan UKL-UPL;
menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan
emisi gas rumah kaca;
mengembangknn dan melaksanakan kerjasama dan
kemitraan;

mengembangkan dan  menerapkan  instrumen
lingkungan hidup,

memfasilitasi penyelesaian sengketa,

melakukan pembinaan dan pengawasan ketantan
penanggung jawab usaha dan/atau kegintan terhadap
ketentuan perizinan  lingkungan dan  peraturan
perundang-undangan;
melaksanakan standar pelayanan minimal,
melaksanakan  kebijakan mengenal tata  cam
pengakuan  keberadnan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyamakat hukum adat yang
terknit dengan  perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup,



I mengelola informasi lingkungan hidup;

m. mengembmnghkan dan melaksanakan kebijaksn sistem
informand linghungsn hidup,

n memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan
penghargnan,
menetbitkan igin Ingkungan, dan

P melnkukan penegakan hukum lingkungan.

HAR 11
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dilakukan melaiui tahapan:
& inventarisasi ingkungun hidup, dan
b. penvusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup
Pasal 7

(1} Pemerintah  Daerah  berkewnfiban  melnkukan
inventarisasi lingkungan hidup.

(@ Inventarisasi ingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis
data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk
grospasial dan non geospasial.

(B Data dan informasi lingkungan hidup geospasial
nhm:ﬂnnhndpdumt[ﬁldipuiukmunmk
penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta
dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000.

penyusunan RPPLH dalam bentuk bukan peta.
4 Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dan ayat (4], meliputi -



a potensi, ketersedisan dan sebaran sumber duyn
nlam,

b jenis sumber daya alam yang dimanfaatian,

¢ bentuk penguasasn sumber daya alam;

d. pengelolann lUngkungan hidup dan sumber dayn
alam;

e bentuk pencemaran dan kerusakan lngkungan

hidup,

gas rumah ksca,

kerentanan terhadap perubahan iidim;

jasa ekonistem;

Mwmwwm

aspck lainnys yang terkalt dengan number daya

alam dan lngkungan hidup.

6 Data dan informasi lingkungan hidup scbagaimana
Mmdmmﬂﬂmmﬂlm
arakteristik sumber daya alam daerah.

(M Data dan informast sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dianalisis melalui kegiatan:

a tumpang susun informasi geospasial tematik;

b pengolahan data statistk;

¢ pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan

d analisis lainnya sesuni dengan perkembangan iimu
pengetahuan dan teknologi.

{8 Dalam melakukan analisis data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7] harus
memperhatikan :

a sebaran penduduk;

h aspirasi masyaralkat;

¢ kearifan lokal;

d konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat
pengelolaan sumber days alam; dan

e aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan

hidup.

e P



Magian Ketign
Prnyusunan rRiMLH

Panal B
(1] RPPLIT disusun berdasarkan
&  RPPLH Daerah Kampar, dan
b. inventarisasi lingkungan hidup.
(2) RPPLH scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh Pemerintah Daerah melalul Perangkat Daerah di

bidang lingkungan hidup. oot
(3) Penyvusunan RPPLH scbagaimana e

|2) memperhatikan:
a keragaman karakter dan fungsi ekologis,

b. sebaran penduduk;
c. sebaran potensi sumber daya i

d. kearifan lokal;
e. aspirasi masyarakat; dan
. perubahan iklim.

(4| RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5] Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi rencana :

a tan dan/atau pencadangan sumber daya
alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau
fungsi lingkungan hidup;

¢. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan
pelestarian sumber daya alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(6) Pemanfaatan dan/atay pencadangan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
berdasarkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.

(7) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau
fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem
dan media lingkungan hidup.



(#) Pengetidalian, pemantaunn, pendayagunasn  dan
pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pasla ayat (5) huruf © dilakukan terhadap daya dukung
dan daya tampung, karakienstik dan funysi rkosisten,
seria peruntukun media ingkungan hidup.

(91 Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan  lklim
sebagnimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditakukan
terhadap medin lingkungan hidup, ekosistem dan
unaha dan/atau kegatan,

(10) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud padi ayat (6,
mtlﬂ.mtmudmﬂﬂﬂlrlﬂlmilﬂﬂlﬁﬂﬂ
harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW.

(11} RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam
RPJPD dan RPIMD,

BAB I
PEMANFAATAN
Pasal 9

(1) Pemanfasatan sumber daya alam dilakukan berdasarian
RPPLH.

(3 Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan
berdasarkan :

a daya dukung dan dayn tampung lingkungan hidup;
dan
b. karakteristik dan fungsi ekosistem.

(3 Dayn dukung dan daya tampung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] bhuruf =
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

HBup-ﬁdﬂlmmphnduldulmnlmm
tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
erlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubermur.

(5 Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus memperhatikan



1

N

8. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b keberlanjutan produktivitas ingkungan hidup, dan
¢ keselamatan, muty hidup dan kesejahteraan

masyurmkat,

BAB IV
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Petigendalian  pencemaran  dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan

.
b. pengendalian pencemaran udara;
¢. pengendalian pencemaran tanah; dan
d. dokumen lingkungan hidup;
Pasal 11

Dalam melakukan  pengendalian  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah daerah
menyusun KLHS.
KLHS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
dnsar dalam penyusunan:
a RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis
b RPJPD dan RPJMD; dan
¢. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan

dampak dan resiko lingkungan hidup.
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi
RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

penataan ruang



(4 Pelaksanasn KLHS dalam peryusunan RPIPD  dan
RIIMD sehagaimans dimakeud pada ayat (2] hural b
dilakuikan wieh Perangkat Dwernh yang
menyelenggarakan  urosan  pemerintuhan  ditidang
perencanaan pembangunan daerah

(% Prinksansan  KLHS  dealam  penyusunan  KRP
pembanginan yang berpotensi menimbulkan dampak
dan risiko lingkungan hidup sebagaimana dunaksud
paca ayat (21 hurul ¢ dilakulan oleh [inas

Pasal 12

(1} Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran
dan/ntau kerusakan lingkungan hdup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas dapat
menggunakan laboratorium  lingkungan  setelah
memenuhi  persyaratan sesual  dengan FPeraturan
Perundang-undangan.

(2 Kepals Dinas berkewajiban untuk  melakukan
permenuban  persyaratan  laborstorium  Hngkungan
sesuni dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Air
Paragraf |
Umum
Pasal 13
Pengendalian  pencemaran  air  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 10 avat (2) huruf a meliputic
4. pencegahan pencemaran air
b penangguisngan pencemaran air. dan
¢ pemulihan kualitas air.

Paragral 2
Penceganhan Pencemarn Air
Pasal 14
Penceguhan pencemamn air sebagumana dimaksud dalam
Puaal 13 huruf & dilakukan melalui upaya :



("

(1

th

pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber alr;
penyedinan  prasarana dan samna  pengolahan alr

limbak, dan
pemantauan kualitas ale pada sumber air.

Pasal 15
Setinp orang yang membuang air limbah ke sumber air
wajib memiliki izin dari Bupati.
Pemberian jzin pnmhumpnlirﬁmhnhhlumhrlh‘
sebagaimana dimaksud padas avat (1} dilaksanakan
senual dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16
Prasaruna dan sarann pengolahan air limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat
disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air imbah.

Pasal 17
Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana
dimaksud dalarm Pasal 14 hurui ¢ dilaksanalan oleh
Kepala Dinas,
Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber
air sebagaimana dimaksud pada ayst (1) menunjukkan
kondisi tercemar, Kepala Dinas melakukan upaya
untuk menanggulangi pencemaran air dan pemulihan
kualitas air dengan menetapkan mutu air sasarmn.
Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber
air scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan
kondisi baik, Kepala Dinas melakukan upsya untuk
mempertahankan atau meningkatkan kualitas air,



m
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Paragraf
Tenanggulangan Penermaran Alr

Pl 18
Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus
melakyukan penanggulangan pencemarn d
Setinp arang yang metakikan usatis dan/atat Jcagiatan
Harus membusl TERCANE PeRANZE IRNRAD PENCEIATAN
air pads keadaan darurat dan kendaan yang tidak
terdugn lninnya.
Penangguinngan  pencemaran  air sebagaimant
dimnkaud pada ayat (1) dilakukan dengan Cars -

a pemberian informasi peringatan pencemaran &if

b pengisolasian pencemaran air,
¢ pembersihan air yang tercemar,

Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggl langen
Wmmmmmnmm
hari kerja sejak surat perintah sebagnimana dimaksud
pada avat (3| diterbitkan, Kepala Dinas melakukan

Biaya penanggulangan pencemaran  sebagaimana
dlmhudpndlnyﬂiﬂdihhnhnpdlm

pencemaran.
Paragrafl 4
Pemulihan Kualitas Air
Pasal 19

Setiap orang yang melkkukan pencemarsn air harus
melakukan pemulihan kualitas air.



A Pemulihan kuslitas air sehagaimana dimakenud  padn
mymt | 1) dilakukan dengnan curs
n  penghentinn  sumber pencemar  untuk eloktvitas
pemulihan Kualitas sir,
h pﬂnrmmnmmrwn
remedinm, dan
d cara lain  sesta)  dengan perkembangan  {imu
wwuhumdlnmhnﬂull
(4 Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepula Dinas
mmrﬁm-nmmwinuhmmw
untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.
4 ﬂlhnhﬂphkulﬂlkuﬂhhnwmuﬁhlﬂw
mum;m.sunhup-mm-:uiﬂnpuhhlm
mmkmtwmmmmmpu

[ 1]

Umum

Pasal 20
Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :
a pnwhlnpmcmrlnudan;
b. pﬂunm!lnlmpunmmnudm:dm
c. pemulihan kualitas udari sesunl dengun standas

kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragral 2
Pencegahan Pencemarn Udam
Pasal 21
Pencegahan pencemaran udara sebagnimana  dimaksud
dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui upaya :



penetapan baku mutu udara ambien;
penetapan baku muty emisl dan baku mutu gangguan,

c. penctapan biku mutu kebisingan dan baku mutu emini

gan buang kendaraan bermotor;

d. ufl berkala kebisingan dan emisi gas buang:

(m

(]

pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
pemantauan kualitas udara ambien,

Pasal 22
Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana

ditnaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat dilakukan
lebih ketat atau sama dengan baku muty udara ambien

tingkat provinsi dan/atau nasional.
Dalam hal baku mutu udara ambien sebagaimana

Mudpndumtﬂlh&hlmmmm
baku mutu udara ambien tingkat provinsi dan/atau
nasional.

Pasal 23

Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat
dilakukan lebih ketal atau sama dengan baku mutu
udara ambien tingkat provinsi dan/atau nasional.
Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan
dacrah sebagaimana dimaksud pada avat (1) belum
ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu
gangguan daerah tingkat provinsi dan/atau nasional.

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib
menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).



Paanl 25

1) Baku muty kebisingan dan/atau baku mutu emisi gan
bumng kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalnm Pasal 21 huruf ¢ dilaksanakan sesusl dengan
mumuluwdlnhhumumﬂnﬂﬂm
nanional

@A Setinp kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat
yang mengeluarian kebisingan dan emisi gas buang
harus memenuhi balal muty kebisingan dan baku

mutu emin gas buang.

Pasal 26

(1) Ui berkala kebisingan dan emisi gas buang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berlaku
bag setiap kendarsan bermotor yang dioperasikan di
darat.

ﬁtﬂibwmuwdmmﬁmmm
hmulmhﬂmﬂpmmum,umhﬂhun
mﬁlmmmndﬂmm
ﬂuwhntmmn&umnn&mndmrundmpn.

@) Ufi berkala kebisingsn dan emisi gas buang bag
kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh
bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan
cunalitas tertentu.

(9] Kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] yang dinyatakan lulus ujl berkala emisi
dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji
dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor

(5 Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi
phmlhuﬂtrmbuﬂnmwpﬁbdidﬂlkumhn
sesunl  dengan ketentuan Permturan  Perundang-
undangan.

Pasal 27
(1) Setiap pemillk kendaraan bermotor harus melakukan
pemeriksaan dan  perawatan kendarsan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e yang
dilaksanakan bengkel umum,



Pasal 28
Kepala Dinas melaksanalan pemantauan beusas
m"nmﬂwmm =

huruf L
Pemantauan kualitas udara ambien sebagaim

dimaksud pada ayat (1) terdin atas :

(sstu) kali dalam 6 (enam] bulan.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Udara
Pasal 29

Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran
udara harus melakukan penanggulangan pencemaran
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
Setiap orang vang melakukan usaha dan/atau kegatan
harus membuat rencana penanggulangan pencemaran
udara dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang
tidak terduga lainnya
Dalam hal terjadi keadaan darurat scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran harus
melakukan penanggulangan pencemaran udar.
Penanggulangan pencemaran udara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
a mengurangl dan/atuy menghentikan emisi dan
kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran
udarn ambien;



b merclokast masyarakat ke tempat yang aman. dan
£ menetapkan prosedur  OPETRN  Mandar  untuk
penanggulangan pencemarn udars

Dimlam hal tergsidl pencemarsn wuitara. Kepain Perangior
Daerah  yang  membidangt  lingkungan  hidup
menerbitkan surst perintah kepada pelaku pencemaran
utituk melakukan upays penangRuisngan PENCEmAarn
udara.

Dalam hal pelaku tidak melakukan penangguliangan
pﬂwmrmudnmuhmmuhmpﬂhchﬂ-?
(tujull hari kerja sejak surat perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala Dinas

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Udara
Pasal 30
Setiap orang yang menycbabkan terjadinya pencemaran
udara harus melakukan pemulihan kuahtas udara
sesual dengan standar keschatan manuswa  dan
lingkungan mupwmmm
20 huruf ¢,
Pemulihan kualitas udara yang diskibatkan oleh
terjndinya pencemaran udarm sumber tidak bergernk
dilakukan dengan cam .
a inventarisasi sumber pencemaran udara sumber
tidak bergerak,
b perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hwdup
yang dinkibatkan pencemaran udam sumber tidak

bergerak,



m

¢ perhitungan biaya gantl g pencemann  udara
vang diakibatkan pencemarsn dara sumber tdak

bergronk,
d  rehabilitasi, remediasi  dan restoramt  YAng

dinkibatkan oleh pencemaran udarn wumber tidak

bergernk, dan
¢ earn lain  sesual  dengan perkembangan (hnu

pengetahuan dan teknolog).

Dalam hal tedadi pencemaran udara, Kepala Dinas
menerhitkan surat prﬂnuhupldlp!llltuw
untuk melakukan upaya pemulihan kualitas udara.

Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan
pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling
lama 30 (tigh pulub) hari kerja scjak surat perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] diterbetkan,
MMMMMMM

Biaya pemulihan kualitas udara schagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku

peENCEmATan.

Pengendalian Pencemaran Tanah
Paragraf |
Umum
Pasal 31
Pengendalian  pencemaran tanah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2] huruf ¢ meliputi -
& pencegahan pencemaran tanah;
b penanggulangan pencemanan tanah; dan
¢. pemulihan kualitas nah.
Pencemaran tanah bersumber dari :
a pemanfastan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
dan /atau
h pengelolsan limbah H3 yang tidak sesunl dengan
ketentuan teknis pengelolaan.



Pencegahan pencemarn tanah  sebagaimana

Paragral J
wnmﬂTmh

el rrmm s

dalarm Pasal 31 avat (1) hurol & dilakukan melalui upsyas

b

(m

Ll

penetapan izin pemanfantan air imbah untub sphlas

pada tanah, dan
pemantauan kualitas tanah

Pasal 33
Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk
aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupat!
Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembenan
rekomendasi iin pemanfantan air limbah kepada
Kepala Dinas.

Pasal 34
Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 32 huruf b dilaksanakan oleh Kepala
Dinas.
Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 35

Dalam hal hasil pemantavan Kualitas tanah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menunjukkan
kondisi cemar, Kepala Dinas melakukan upayva
penanggulangan pencemaran tanah dan  pemulihan
kualitas tanah.

Dalam hal  hasil  pemantauan  kualitas  tanah
sebagnimans dimaksud pada ayat (1) menunjukkan
kondisi baik, Kepals Dinas melakukan upaya untuk
mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.



Paragmf 3
Penanggulangan Pencemaran Tunah

(1) Setinp orang yang melakukan pencemaran tanah harus
melakukan  penanggulangan pencemaran  tanah
sehagaimana  dimaksud dalam Pasal 31 wmyat (1)

huruf b,
@ Setinp orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

hmnmunhutuuuﬂlmuhnpnpnwm!ﬂﬂ
tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang
tidak terdugn lainnya.

(3 Dalam hal terjadi keadaan darurat scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran wajib
melakukan penanggulingan pencemaran tanah.

4| Penanggulangan pencemaran tansh sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran tansh
kepada masyarmkat,

b. pengisolasian pencemaran tanah,

¢. penghentinn sumber pencemaran tanah untuk
efektivitas pelaksanann penanggulangan
pencemaran tanah; dan

d. cara lain sesuni dengan perkembangan {lmu
pengetahuan dan teknologi.

{8 Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Dinas
menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran
untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran
tanah,

6 Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan
pericernaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7
{tujuh] hari sejak surat perintah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Kepala Dinas
melaksanakan penanggulargan pencemaran tanah.

(7 Bisya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada pelaku
pencemaran.



Parugraf 4
Pemulihan Kualitas Tarah
Panal 37

i1} Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah harus
melakukan pemulihan  kualitus tanah sebagaimaria
dimaksud dalnm Pasal 31 ayat (1) hurufc

v Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a, peoaghentian sumber penoemar,

b pembersihan unsur pencemaran tansh, dan

¢. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

@ Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Dinas
menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemiran
untuk melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.

(4} Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan
pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari sefak surat perintah sebugaimana
dimaksud pada ayat (3] diterbitkan, Kepala Dinas
melaksanakan pemulihan pencemaran tanah.

(5 Biaya pemulihan kualitas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan pads pelaku

pencemaran.

Paragmf 5
Pengelolaan B3
Pasal 38
Setiap orang yang menyimpan, memanfaitkan, membuang,
mengolah dan/atau menimbun B3 wajib melakukan

pengelolaan B

Paragrafl &
Pengelolaan Limbah B3
Pasal 39
(1) Setinp orang yang menghasilkan limbah B3 wajib
melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.



(21 Dalam hal B3 sebagnimana dimaksud dalam Pasal 38
telnh kadnluwarsa,  progeiclaannys  mengikuti
ketentuan pengelolaan limbah B3,

i3] Dalam hal setinp orang tidak mampu melakukan
wenditi  pengelolann  limbah B3, penigelolaannya

diserahkan kepaudn pihak lain.
(4] Pengelolaan limbah B3 wajib mendapst izin pengelolaan

limbah BY dari Bupati.

Pasal 40
Setinp orang dilarang melakukan dumping limbah
dan /atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Bagian Keempat
Dokumen Lingkungan Hidup
Paragraf |
Umum
Pasal 41
(1) Dokumen lingkungan hidup terdiri atas
a. Dokumen Amdal;
b. UKL-UPL; dan

c. SPPL
@ Dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud
pada avat (I} hurufl a dan huruf b merupakan

persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan,

Pasal 42

(1) Jenis usaha dan/awmau kegiatan wajib Amdal diatur
sesuni dengan Peraturan Perundang-undangan.

{4 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk
dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib memiliki UKL-UFL.



(¥ Jenis usaba dati/atau kegiatan wajib UKL-UPL diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4 SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat in
huruf ¢ disusun untuk usaha dan/atay kegintan yang
tidak wajlb Amdnl dan/atsu UKL UFL dan untuk

Kegiatan usaha mikro dan kecil.

Pasal 43
Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) huruf & terdiri atas dokumen:
a. Keranghka Acuan,

b, Andal; dan
c. RKL-RPL
Paragraf 2
UKL-UPL dan SFPL
Pasal 44

UKL-UPL sebagaimans dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)

huruf b memuat :

a. identitas pemrakarsa;

b, rencana usaha dan/atau kegaman,

¢. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program
pengelolasn serta pemantauan linglkungin.

d jumhhdnnhuﬁtﬂnpmitndunﬁndmmm
tingkungan hidup yang dibutuhkan; dan

e pernyatasn kamitmen pemrakarsa untulk
melaksanakan ketentuan yang tercantumn dalam UKL-
UPL.

{. Daftar Pustaka; dan

g Lampimn.

Pasal 45
nmwﬁwmmummw
¢ berisi
A identitas pemrakarsa,

b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau
kegiatan;



e hwﬂﬂmwnd#mphuwm
terjndi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan
dilakukan,

d. penyatann kesanggupan untuk melakuksn pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup; dan

e 1MWWﬂlmmmm
cukup.

mmmmmmmmw-t

Mmmwpdllyltlilmmm
A kualitas ar;

b. kualitas udara; dan

¢ kualitas tanab.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 47
Pemeliharann kualitas air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat [2) huruf & dilakukan melalui upaya
a. konservasi air dan lahan;
b. pencadangan air; dan
c. pelestarian fungsi ckosistem  permiman sebagai
pengendali dampak perubahan iklim,



Paragrafl 2
Konservasl Air dan Laban
Panal 48

(1} Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam

M

Pasal 47 huruf a meliputi:

a.  konservasi kawnsan yang berfungsi dalam menjaga
kunlitan air;

b konservasi sumber air yang berfungsi dalam
menjaga kualitas air, dan

c. Konservasi keanckaragaman hayati yang berada di
ekosistem peratran,

Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga

kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural

a meliput upava perlindungan dan pemanfiaatan secara

lestari kawasan tertentu,

Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga

kualitas air scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi upaya pertindungan dan pemanfaatan secarn

lestan sumber air.

Konservasi terhadap sempadan sungai untuk menjaga

ekosistern perairan dan daratan.

Paragraf 3
Pencadangan Air
Pasal 49
Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan
kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam
jangka waktu tertenty.
Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui upaya :
a penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan
yang memiliki kualitas air yarig masih baik: dan
b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air
yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas
air.



Paragral 4
Pelestarian Funget Ekosistermn Perairan

MWWM“I&H:{:
Pasal 50

(1) Pelestarian fungsi eckosistemn  peraiman  sebagai
pengendali dampak perubshan (klim sebagaimana
dimnaksud dalam Pasal 47 huruf ¢ meliputi upaya -

a. mitigasi perubahan iklim: dan
b. adaptasi perubahan fklim.

@ Mitigasi perubahan ikiim webagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksarmkan melalul upaya :

a  penurunsn emisi gas rumah kaca dari air kmbah
vang mempengaruhi kualitas air; dan

b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca
pada ekoalstem perairan.

M Penurunan emisi gas rumah kaca dari air lmbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
melalui izin pembuangan wir limbah ke sumber air.

¥ Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
melalui konservasi dan rehabilitast atau  Testorasi
ekosistem perairan,

& Adaptasi perubahan ikiim scbagaimana dimakaud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan melalul upaya:

& penurunan tingkst keterpaparan dan  kepekaan
(sensitivitan) terhadap kualitas air, dan

b. peningkatan  kapasitas  adaptasi  pemangku
kepentingan, sektor dan masyarakat.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANCGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 51
{1) Setiap orang berhak atas lngkungan hidup yang baik
dan sehat.



@ Untuk mewujudkan lUngkungan hidup yang baik dan
sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daemmh melakuban :

a kegiatan PPLH;
b progmm  pembangunan  vang  berwawasan

lingkungan hidup; dan
¢ standar pelayanan minimal dibidang PPLH sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Pasal 52

(1) Setinp orang berhak mendapathan:

a pendidikan lingkungan hidup;

b akses informasi lingkungan hidup; dan

¢ akses keadilan dalam bidang lingkungan hidup.

(2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup
sebagaimann dimaksud pada ayat (1) hurufl a, dapat
berupa hak untuk mendapatkan :

a. pendidikan formal:

b. pendidikan informal; dan/atau

c. pendidikan non formal.

(3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
berupa hak untuk memperoleh data, keterangan atau
informasi lain dari Pemerintah Daemh dan/atau
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan
dengan PPLH yang menurut sifat dan wjuannya
memang terbuka untuk diketahul setiap orang.

(4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dapat berupa hak
untuk :

a melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran
dan/atay perusakan lingkungan hidup kepada
Dinas,

b. mendapatkan  informasi  mengenai  Status
penanganan pengaduan akibat dugaan pencemanin
dan/atau perusakan lingkungan hidup dari dinas;



e, menynmpaikan laporan atau pengaduan mengenai
dugaan pencemnran  dan/atau  perusakan
lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;

d memperoleh  bantuan  hukum terkait  dengan
penyelesaian  kasus  pencemaran  dan/atau
perusakan lingkungan hidup, dan/atau

e. mendapatkan  fasilitas dari  Dinas  dalam

penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar

pengadilan.
Pasal 53
(1) Setiap ormang berhak mengajukan usul dan/atau
keberatan terhadap :
a rencana usahs dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal; dan

b tencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-
UPL.

(4 Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencans
usaha dan/awu kegiatan yang wajib Amdal
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf a dapat
disampaikan :

a secara tertulis kepada pemrakarsa dan Dinas pada
sant pengumuman rencana usaha dan/stau
kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum
menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan

h melalui wakil masyarakat yang terkens dampak
dan/atau organisasi masyarakat yang men)adi
anggota Komisi Penilai Amdal pada saat
pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3 Pengajuan usul den/atau keberutan terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
schagnimana dimaksud pada ayat (2) hurul b dapat
disampaikan kepada Dinas pada saat pengumurman

permohonan izin lingkungan.



Pasal 54

(1} Setinp orang berhak melakukan peogadunn secarn Haan
atau tertulis kepada pejabnat berwenang atas dugasn
terjndinya pencemarnn dan/atau perusakan lingkungan
hidup.

@ Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup dapat disampaikan
kepada Dinas untuk usaha dan/atau kegiatan yang zin
lingkungan dan idn PPLHnya diterbitkan oleh Bupati
atau pejnbat yang ditunjulc

@ Setelah menerima pengaduan  akibat  dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,
Dinas melakukan penanganan pengaduan dengan
tahapan kegiatan :

penerimaan;

rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
penyampaian perkembangan dan haail tindak lanjut

i
i

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 55

Setiap orang berkewajiban untuk :

a momeliharn  kelestarian daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;

b. mencegah,  menanggulangi, dan  memulihkan
pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran
tanah;

¢ melindungl nilai-nilal kearifan budaya lokal; dan/atau

d melakukan efisiensi pemanfastan sumber daya alam
dan lingkungan hidup.



Pasal 56
Setsap omang yang melakuknan usaha dan/atau kegatan

mempunsel kewajiban untuk

a mencegah,  menanggulang  dan memilihkan
wnummmhﬂurpﬂmhﬂm.
pencemarnn  udara, pencemaran  me jaut dan/atau

pencemaran tanah,
h  menasti baky muty air imbah, baku mutu emnisi, baku

mutu mn,hﬁumutumﬂiplmmrm
baku mutu kebisingan, dan

¢ menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat
waktu mengenai pelaksanuan izn lingkungan hidup
dan/atau  igin  perlindungan dan  pengeiolasn
lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 57

(1} Dalam rmangka pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan setiap orang dilarang :

a. melakukan pengenceran air limbeh dalam upaya
pemantauan batas kadar yang dipersyaratian.

b. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air
dan sumber air;

¢ membuang emini melampaul ketentuan yvang
ditetapkan;

d. membuang limbah B3 yang dibasilkan secara
langsung ke medin lingkungan tanpa pengolahan
terlebih dahulu;

e melakukan  pengenceran  dengan  maksud
menurunkan  konsentrasi  #t  beracun  dan
berbahaya limbah B3,

{  melakukan kegalatan pembakaran lahan dan/atau
pembakaran sampah organik dan anorganik;




g melakukan  pengembangan umaha  dan/stau
kegpatan sang telab ade padn kawasan lindung
tanpa melakukan kajian dan persetujuan Terieinh
dahulu dart instang) yang berwenang

h memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi atau
memberikan keternngan yang tidak benar.

i melakukan pencemaran udara amiien,

| memanfantkan air limbah ke anah untuk aplikas
pada tanah tanpa ksin;

k. melakukan penyimpanan sementara limbah B3
tanpa fzin; dan

I melakukan penyimpanan sementars lmbah B3
tanpa izmn,

(2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungs

lingkungan hidup setiap orang dilarang .

a melakukan pembuangan sampah atau limbah padat
pada badan air tempat-tempat lain vang tdak
diperuntukkan sebagai tempat pembuangan
sampah;,

b. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota
lainnya di lingkungan  permiran  dengan
menggunakan racun, listrik dan bahan peledak.

¢, mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/amu
kegatan ditempat telah ditetapkan sebagai hutan
knu.j.lurhﬂnukmumhun.mnird.m
daerah sempadan sungai,

d melakukan pencbhangan  pohon,  perusakan
dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya

wnaman pada tempat yang ditetapkan scbagai
hutan kots, jalur hijau kota, turus jalan, taman
kota, resapan air dun daersh sempadan sungai
wanpa (2in Bupati, dan

e membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan
sarana dan pemanfaatan air hujan yang meliputi
sumur resapan, biopori dan bidang resapan



HAR VI
KEKJA SAMA DAN KEMITRAAN

Nagian hesati
Kerjn Sama Antar daerah

Pasal 58
(1) Pemerintah Daerah dapst melakukan kerjs sama FELH
dengan 'emerintah Daerah lnnnys
(A Ketia wsama dengan Pemerintah  Dwerah  lainnys
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakuian
antarm

& Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Kabupaten /Kota dalam | (satu) Provinws,

b Pemerintah Duserah dengan Prmerintah
Kabupaten/Kota diluar Provined, dan

¢. Pemenintah Daerah dengan pemerintah provins
lamnva

(3 Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lmnnva
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapar berupa

kerja sama dalam °

a. pengendalian pencemaran  air, udara, tanah
dan/atau laut lintas kabupaten [kota:

b penyelenggaman pendidikan dan/atau pelatthan di
bidang PPLH;

c. penyelesaian pengaduan akibat dugaan tegadinya
pencemaran  dan/atau  perusakan  hngkungan
hidup,

d pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau  kegistan atas  ketentuan dalam  wn
lingkungan dan/atau isin PPLH,

e pelaksanann  diseminan  peratuman  perundang:
undangan dibidang PPLH, dan/atay
{ pengembangan sistemn mformast ingkungan hidup



Hagian Kedus
kemitraan

Pasal %9

1 Pemerintah Daerah dagmt bermitra dengan kelompok

masyarakal, organisast lingkungan hidup dan/atau
asosiani pengusaha atau profest dalam PPLH

Kemitrann sebagnimana dimaksud pada ayat (1) harus
diatur dalam bentuk perjanjian antarn Pemerintsh
Darmh  dan  kelompok  masyarakat, organisasi
iingkungan hidup dan/atau asosiasl pengusaha atau
profest yang bersanghkutan.

BAB Vil
PERAN MASYARAKAT
Pasal 60

Peran masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk

& meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH.

b, meningkatkan kemandirian, keberdayaan
masyarakat dan kemitraan,

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan
kepeloporan masyarakat,

d. menumbuhkembangkan kesiapsiagaan masyarmkat
untuk melakukan pengawasan sosial; dan

. mengembangkan dan menjaga budaya dan keanfan
lokal dalam rangka pelestanan fungsi lingkungan
hidup.

Peran masyarakat dapat berupa -

. prngawasan sosial,

b pemberian  saman, pendapat, usul, kebermtan
pengaduan;

pelaksunaan kegintan PPLH yvang dilakukan secars
mandin  dan/atau  bermitra  dengan  Pemerintah
Darrah dan/atau lembags lninnya, dan

e memberikan pemahaman, pelatihan, dan

pendampingan  kegiatan PPLH  oleh  kelompok

masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat
lminnya.



i

(1)

Pasal 61
mmwwwm“"‘
60 avat (2) huruf A, meliput :

a mengawnsi  pelakmanaan  kebijakan  dan
program/kegiatan  PPLH yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah,

b pemantauan terhadap dampak lingkungan o
akibat pelaksanann usaha dan/atau kepatan. seria
program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan

e hemukw-ndllhhﬂ?hmw
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dinas membentuk unit pengelola dalam ranghs

pengelolaan  keberatan, saran dan  pengaduan

masynrakat.

Pasal 62
Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf ¢ kepada
Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang
tersedin
Periyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dapat berupa :
a informasi mengenai dugaan tenadinya pencemaran
dan/atau kerusakasn lingkungan dup: dan/atau
b informasi dan/atau laporan mengenal kegatan
PPLH  yang akan, sedang dan/atau telah
dilaksanakan oleh masyarakal.

Pasal 63

Pelsksanaan kegiatan PPLH  yang chlakukan secan

aynt (2] hurul d dapat berupa |

b

pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat
pencemaran lingkungan hidup, dan

pencegahan, penanggulangan dan pemuliban akibat
kerusakan lingkungan hidup.



PAR IX
AISTEM INFORMAS] LINGKUNGAN HIDUP
Foanal G4

(1 Dinas  bertugas  melakukan pengembangan  satem
miormasi ingkungan hidup

Himtern  informast  lingkungan  hedup  ssbagsimans
dimaknud pada ayat (1] dilakukan secara terpadu dan
terkoordinas

Dinas mempublikasikan informasi lingkungan hdup
kepada masyarnkat

Informas lingkungan hidup sehagaimana dimaksud
pads ayst (1], meliput) :

m

L 3
b.

C.

data status hingkungan hidup,

peta rawan lingkungan tdup;

keragaman  karakter ekologis, seharan potensi
sumber daya alam dan kearifan lokal,

d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH,
e kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH,

in perlindungan dan pengelolaan lngkungan
hidup vang sudah dikelunrkan;

penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran
dan/atau perusalan knghungan hidup;

h. status mutu lingkungan hidup;

rencana, pelaksanaan, hasil pencegahan dan
penanggulangan.

pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
kegiatan yang berpotenst menimbulkan pencemaran
dan kerusakan lingkungan,

laporun dan hasll evaluas! pemantauan kuslitas
lingkungan, dan

laporan hasi! pelaksanasn pengawasan lingkungan
hadup

Pasal 65

Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup sebegaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1),
[inas berkoordinasi  dengan  Perangkat Daerah
dan/atau non pemeriniah terkun.



BAB IX

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 64

(1) Dinas bertugas melakukan pengembangsn mintem
informasi lingkungan hidup.

(@ Sistem informasi lingkungan hidup sehagatmana
dmnmumdnwmdﬂmmmwpdudm
terkoordinasi.

(3 Dinas mempublikasikan informasi lingkungan hidup
kepada masyarakat.

M) Informasi lngkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, meliputi |

(0

n.
b.
€.

data status lingkungan hidup;

peta rawan lingkungan hidup;

kersgaman kamkter ekologis, sebaran potensi
sumber daya alam dan kearifan lokal;
mummwﬁmmz

e mwmmmm;

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang sudah diksfuarkan,

penanganan pengaduan akibat dugan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup;

status mutu lingkungan hidup;

rencana, pelaksanann, hasil pencegaban dan
penunggulangan:
mmmwmmm
mmmwmhh;ﬁmm
dan kerusakan lingkungan;

laporan dan hasil evaluaw pemantauan kualitnn

lingkungan; dan

.wmmmmﬂnﬂm

hidup.

Pasal 65

Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
WupMWMMHHﬂHI.
Dinas berkoordinasi dengan  Permngkat Daerah
dan/atau non pemerintah terkait.



a K srdinant sebagaimana dimakaud pada ayat (1) berupe
permintaan dan kiarifikasi informasi lingkungan hidup.

Panal 66
Dinas bertugas melakukan -
A pemutakhiran data dan informas lingkungan hidup
paling sedikit | (satu) kali dalam setahun; dan i
b koondinasi pemutakhirn  data dan
lingkungan hidup dalam jangkn wakiu tertentu.

Pasal 67

(1) Dalam hal terdapat informasi lingkungas hidup yang
tidak atay belum dipublikasikan dalam sistern
informam  hinglungan hidup, setiap orang berhak
pengeiola data dan informasi di lingkungan Dinas.

(3 Dinas berwenang menolak permohonan informasi
lingkungan hidup nebagaimana dimaksud pada ayat (1).
jika informasi yang dimohon termasuk jenis informasi
puhblik yang dikecualikan.

BAB X
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 68

{qumm—hmmn"mu kegiatan
yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memilili izin
Hingkungan.

(@ Bupati menetapkan lzn Lingkungan scbagaimana
dimakeud pada ayat (1) sesuni dengan skala usaha
dan/utau kegiatan yang menjadi skala Daerah.

(3 Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penertitan
lzin Lingkungan kepada Kepala Dinas.



Pasal 69
Proses pengajuan isin lingkungan untuk usaha dan/atau
WM“’{#MM.MhHMW

persetujuan kerangka acusn.

Pasul 70
Dalam hal belum terbentuk Komisi Penilai Amdal Daerah,
permohonan penilaian  Amdal untuk usaha dan/atay
kegiatan yang wajib Amdal berakala Daerah dinjukan ke
Komisi Penilal Amdal tingkat Daerah Provinei disertai sumi

rekomendasi dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Persetujuan Kerangia Acuan
Pasal T1
Pemrakarsa mengajukan permohonan pentlaian rancangan
Keranghka Acuan Amdal kepada Bupat melalui Komisi
Penilai Amdal

Pasal 72
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus
disertai syarat administrasi, meliput :
a rencana lokasi usaha dan/atau kegintan yang sudah
sesuii dengan rencana tata runng yang berlaku,
izin lokasi /persetujuan iein lohuas,
notnor induk berusaha (NIB);
rekomendasi camat,

'
]
|
|

penyusunan Amdal dilakukan lembmga penyedia jasa
myumndbiumm

k bukti registrasi, dalum hal penyusunan Amdal
dilakukan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal,
dengan kntentuan schagai berikut |



]|

4]

1 untuk ketus tm memiliki sertifikat kompetenm
berkualifilnwi ketun tim; dan

2 untuk anggota tm memiliki sertifikat kompetensi
berkualifikasi anggota tim atau ketua tm.

peta vang sesunt kaidah kartografi,

bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasl

waran, pendapat dan tanggepsn masyarakat sebagal

bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal.

daftar riwayat hidup penyusun Amdal;

surat pernyataan kebenaran telah menyusun sendinl

dokumen Amdal;

dokumen Kerangka Acuan vang telah sesusi dengan

Fedomarn Penyusunan Dokumen Amdal; dan

foto rona lingkungan awal yang dapat menggambarkan

tapak provek

Pasal 73

Setelah menerima permohonan penilaian Kerangha
Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,
Sekretarint Komisi  Penilai  Amdal  melakukan
pemenksaan kelengkapan syarat administrusi.
Dalam hal permohonan penilsian Kerangha Acuan
dinyatakan lengkap, Sckretariat Komisi Penilai Amdal
memberi tanda bulkti kelengkapan adminstras: kepada
pemrakarna

Pasal 74

Dalam hal permohonan penilaian Kemangka Acuan
dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Komim: Penilai
Amdul mengembalikan permohonan penilnian Keranghka
Acuan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau
dilenghapl.

Pemrakarsa harus memperbinfki dan/stay melengkapi
dokumen kerangka Acuan sebagaimana dimakasud pada
ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.



Pasal 75

(1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian

it

Kermngka Acuan dan memberikan perselujusn dalam
wikiu mmmmnmmlummwummq
sejnk kelengkapan administrasi schagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 dinyatakan lenghkap.

Jika didalam penilnian Kerangka Acuan terdapat
ketiduksesunian antara isi dokumen dengan ketentuan
teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan
dokumen kepada Pemrakarsa untuk menmperbaik
dokumen Kerangia Acuan,

Memmkarsa harus melakukan perbaikan Kemangha
Acuan dan menverahkan perbaikan tersebut ke Komisi
Penilai Amdal paling lama 14 |empat belas] hari kega

scjak pengembalian dokumen.

Bagian Ketiga
lzin Lingkungan/Perizinan Berusaha
Pasal 76
femmkarsa ~ mengajukan  permohonan  f=n
lingkungan/ perizinan berusaha kepada Bupati melalui
Kepala Dinas atau menurut pendelegasian kewenangan.
Permohonan lxin  Lingkungan/perizinan  berusaha
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan :
a dokumen Kemngkn Acuan yang sudah disetujui
Komim Penilai Amdal atau UKL-UPL;
b draft dokumen Andai, RKL-RPL, atau UKL-UPL;
e dokumen pendirian usahs dan/atau kegiatan; dan
d profil usaha dan/atau kegiatan.
Permohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajunn:
a penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
b pemeriksaan UKL-UPL.



{41 Setelah  menerima  permohonan  ten ingkungan
sehagnimana dimakaud peda nyat (1), Kepala Dinas
melakukan pemeriksaan  kelengkapan  administrasi,
vang tendirl atas
a kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegatan

wajib Amdal, meliputi -

1

tw

= = e

9

bukti formal bahwa rencana lokasi usaha
dan/atau kegintan telnh sesuri dengan rencanid
tAtR FURE.

bukti formal bahwa jenis rencana usaha
dan/atau  kegiatan secara prinsip dapat
dilaksanakan; dan

tanda bukti registrasi kompetensi bag lembaga
penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan
sertifikasi kompetensi penyusun Amdal

ditunjuldan melnlul surat keterangan rencand
kabupaten (KRK}

deskripsi rinci  rencans usaha dan/atau
kegiatan.

dampak lingkungan hidup yang aian tecjadi
lingkungan hidup,

peta lokasi pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup;

nomor induk berusaha (NIBJ

rekomendansi camat,

rekomentian desa,

wural persetujuin sempadan;

{0 surst arshan penyusunan dokumen Unghkungas:

1. bkt kepemilikan tanah.
12 site plant; dan
JA permetujunn tein lokasi.



Pasal 77
Dalam  hal  permohonsn  isin Inghungan  dinvatakan
lengkap, Kepals Dinas membert tanda buktl kelengkapan
admmrnatimes kepada peminkara

Fanal 78
(1l Dalam ha) permohonan ein Ingkungan dinyaiakan
tidak  lengkap. Kepala Dinas  mengembalikan
MHMWMWHHTHH
dipetbaiki dan /atan dilengiapt
(2 Pemmakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi
permobonan  sebagrimana dimaksud pada ayat 1)
paling lambar 14 [(empat belas) hari kemja scjak
pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Pasal T9
1) Kepalm Dinas harus mengumumkan permohonan in

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

dengan menggunakan papan pengumuman di lokas

usaha /kegiatan dan/atay media massa

a paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap
secarm administrani; atau

b paling lambat 2 (dun) hari kerja terhitung sejak
UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administras:

(3 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
berdurasi paling singkat 5 (lima) han kerja

) Masyarakat dapat memberikan sarun, pendapat dan
tanggapan  terhadap  pengumuman  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada -

a Komisi Penilal Amdal dalam jangkn wakiu paling
lama 10 (sepuluh) han kerju sejak permohonan n
lingkungan  diumumban untuk usaha  dan/stao
Kegatan yang wajib Amdal, atay

b Kepals [hnas delam jangks waktu paling lama 3
{tiga] hari kerja sejak permohonan iein hngkungan
diumumbkan untuk usahs dan/atau kegatan UKL-
UPL



Saran, pendapat dan  tANggApan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] menjadi bahan pertim bangan

dalam sidang Komisi Amdal
Setelah  pengumuman permohonan xin  lingkungan
sebagaimana  dimaksud padn ayat (1) dilakukan

penilainn dokumen Andal-RKL atau pemenkaaan UKL~
UPL.

Pasal B0
Komisi Penilai Amdal harus melakulkan penilaian
dokumen Andal dan RKL- RPL, rekomendasi hasil
PﬂMﬂ.d-mfuuupmihhn-kﬁrhhmnktupﬂinl
lama 75 (tujuh pulub lima) hari kerja terhitung sejak

ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat
mengembalikan dokumen kepadn Pemrakarsa untuk
mﬂhﬂddﬂumm-uumm
Pemmikarsa harus melakukan perbaikan dokumen
Andal RKL-RPL dan menyerahkan perbaikan tersebut
ke Komisi Amdal paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja sejak pengembalian dokumen.

Pasal 81

Kepala Dinas harus menyelesalkan proses pemeriksann
UKL UPL, rekomendasi UKL-UPL, hingga penerbitan izin
lingkungan paling lama 14 (empat belas] hari kerja
terhitung sejuk kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 dinyntakan lengkap.

Pausal 82

(1) Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL

atuu pemeriknagn UKL-UPL sebagnimana dimaksud
dlhmhullﬂujruuldmumm.mhﬂmu
menetapkan



4

(]

A keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup  atau
keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup. atau

b rekomendast UKL UM Persetujuan  Pemantaian
dan Pengeiolnan Linghkungan Hidup

Keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup  atau

keputusan  ketidaklayakan lingkungan hidup  dan

penerbitan ixin lingkungan harus ditetaphan dalam

wakty paling lambat 10 {sepulub) hari kerjs sejak

diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup

atau  ketidaklayakan lingkungan hidup dari Komisi

Penilal Amdal

Berdasarkan hasil  penilaian  AMDAL  Bupat

menetapkan Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan

lingkungan hidup,

Pasal 53

Kepala Dinas harus mengumumkan [zn Lingkungan
yang telah diterbitkan melalui media masaa

Izin Lingkungan sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
harus diumumkan dalam waktu paling lambat S (ltma)
hart kerja sejuk izin lingkungan ditetapkan.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdurnsi paling singkat 10 (sepuluh] han kena.

Pasal 54

Fenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus
mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan,
jiks usaha dan/atau Kegiatun yang telah memperoleh
kein lingkungan akan dilkkukan perubahan.
Perubshan usaha dan/mlay  kegiatan  sebagaimana
dirnaksud padn ayat (1) meliputi ;
o perubahan lopmunh‘ usaha dan /atau kegiatan;
b perubshan  pengolélasn  dan  pemantauan

lingkungan hidup,



€ perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan
hidup,

d terdapat  perubahan  dampek dan/atau  nisiko
terhadap  hingkungen  hidup  berdasarkan  hasil
kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau
audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan

e tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dalam jangks waktu 3 [tigal tahun sejak
diterbitkannya lzin Lingkungan

Pasal 85
Masa berlaku izin lingkungan/perizinan berusaha selama
usaha dan /atay kegiatan tidak mengalami perubahan.

Pasal 86

Pemrakarsa wajilb memilili izin lingkungan/perizinan
berusaha sebeium melakukan usaha dan/atau kegintan,

Pasal B7

Izin Lingkungan/Perizinan Berusaha dapat dibatalkan

apibila

a persyaratan  yang digjukan dalam permohonan
perizinan berusaha mengandung oacat hukum,
kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenamn dan
atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informani;

b penerbitan tanps memenuhl  syarat  sebagmmana
tercantum  dalam  keputusan  kelayakan lingkungan
hidup atau pemyatsan  kesanggupan pengelolaan
lingkungan hidup; dan

¢ kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau
UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab
usahs dan /sy kegiutan.



HAR X1
PENDIDIKAN DAN FERGEMHBANGAN
SUMRER DAYA MANUSIA

Pasal BA
Dalam rangks menumbuh  kembangkan kessdaran
padn lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di
Daerah  harus  menyelenggarkan  prodidikan  dan
pelatihan di badang lingkungan hidup.
Pemerintah Daerah mengembmngkan pendidikan formal
dan non formal yang menumbubkan kesadaran
mesyarnkat umum untuk terlibat aktf dalam kegiatan
pengendalian lingkungan hidup
Dalam  penyelenggarakan  pendidikan  schagaimana
dimaksud pads ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah
dapat bekerjn sama dengan Pihak Ketiga
Pemerintah  Daerah  melakukan  evaluasi  hasil
pelaksanann pendidikan dan pelatihan sehagumana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 59
Pemerintah Daerah melaksanakan Program
peningkatan kapasitas aparatur Pemerintsh Daerah
dengan pendidikan dan pelatihan dibidang linglkungan
hidup
Pemerintah  Daerah  memfasilitns  peningloatan
kapasitas  masyawrakat  sebagn  mit dalam
pengendalian lingkungan hidup

BAB X1
LAHORATORIUM LINGRUNGAN
Pusal 90



(3 lLabomtorfum sebmgsimana dimaksud pada aviat (1

]

=B

dikelola oleh Perangkat  Daerah  yang membidang
inghungan hidup

Laboratorium sebagaimana dimakeud pada ayat (1) dan
avat (2. harus memenuhi persyaratan berdasarkan
Pernturan Perundang-undangan.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
menghasilkan limbah, harus melakukan uji analisis
lismbah usaha dan/atau  kegiatan ¢ laboratoriure
lingkungan hidup.

Penanggung jawab usahs dan/atau kegiatan yang
melakukan uji analisis imbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5}, harus melaporkan hasil uji anabsis
limbah kepada instans ingkungan hidup.

Kepala Dinas dapat memerintahkan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatun melakukan uji analisis ulang
apabila laboratorium yang digunakan tidak memenuhd
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung olch
penanggungawab usaha dan/atau  kegiatan  yang
melakukan uji analisis.

BAB Xl
PENGHARGAAN

Pasal 91
Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan
kepadn setiap orang yang berjasa dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.
Usulan calon penerima penghargaan beruifat terbuka
Untuk  melaksanakan tugas penilaian  pembenan
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,
Bupati mempertimbangkan mastkan / saran / pendapat
dari Perangkat Duerah terkait dan wakil masy arnkat
sctempat dimana calon penerimia penghargian dibidang
lingkungan hidup berdomisili.



# Pemerintah Daerah depst menetapkan  penenma
penghargaan di bidang lingkungan hidup masiag
masing satu orang yang mewnkill dari -

A OfanNg peromangan atau kelompok orang lkarena
kepeloporannya. dan

b guru dan/stay murid karena kreativitasnya
menciptakan model pembelajaran,

¢ peneliti karena hasil temuannya, dan

d aparat pemerintah karena dedikasinya pada tugas.

BAB XIV
PEMBINAAN
Pasal 92
m Dinas melakukan pembinaan tentang PPLH kepada :
a dunis usaha; dan
b masyarakat.
@@ Pembinsan dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan dengan memberikan
a bantuan teknis
b himbingan telnis;
¢ diseminasi peraturan  perundang-undangan  di
bidang PPLH.
d  pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
e fasilitnst kerja sama antar krbupaten /kota dalam
PPLH; dan/atau
{ [asilitasi penyelesman perselisihan Antar
kahupaten [kota
(3 Pembinaan kepada dunin usaha dan masyarakat dalam
PPLH sebagaimana dimaksud pada syat (1) dilakukan
dengan memberikan -
a bantuan teknis
b. bimbingan teknis,
¢ diseminast peraturan  perundang-undangan 4
bidang PPLH; dan/atau
d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.



HAB XV
PENGAWABAN
Punal 93
(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Ketaatan
penanggungiawab usaha dan/atau kegiatan  atas
ketentuan yang ditetapkan dalam
m igin lingkungan; den
b peraturan perundang-undangan di bidang FPLH.
@ Bupati dapat mendeleganikan Kewenangan pengueasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada -
a Kepala Dinas; dan/atau
b. mlmmwumpm
@ Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b diangkat
Mwmmmmhlmm
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Panal 94
(1] Pejsbat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
nuﬂmmﬂmlhdmm%lmﬁjhunﬂh
bervenanyg :
melakukan pemantausn,
meminta kelerangan;
¢. membunat salinan dari dokumen dan/atau membuat
catatan yang diperfukan,
memasukd tempat tertentu,
memotret,
membuat rekaman audio visual,
memeriksa pernlntan;
memeriksa instalasi dan/atau  alat DANSPOTARL,
dun /st
j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam

A

~Tw 0B



4 Penanggungawab usaha dan/atau kegiatan dilarang

menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawan
Lingkungan Hidup Daerah.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 95
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal
24, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat {1},
Pasal 36 myat (1] dan ayat (2}, Pasal 37 ayat (1) dan
Pusal 39 ayat (1) dikenakan sankai administratf.
lilmmmmpﬁmﬁmm
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
Perangkal Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
{3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) didesarkan pada hasil pengawasan.

Punal 96
Sanksi sdministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
G5 avat (1), terdin atas
A. teguman tertulis;
b paksaan pemerintah;
¢. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan tzin lingkungan,

Bagian Kedua
Teguran Tertulis
Pasal 97
Teguran tertulin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
huruf a diterspkan kepada penanggung jawab usaha
dan/atau  yang melakukan pelanggesn  terhadap
persyaratan dan kewnjiban yang tercantum dalam

a  izin lingkungan;
b izin PPLH; dan/atau



¢ peraturan perundang-undangan dibkdang PFLIL tetapi
belum menimbulkan dampak negatil  terhadap
lingkungan hidup

Bagian Ketiga
Palsaan Pemerintah
Pamal 94

(1) Paksaan Pemerintah  sebagnimana  dimaksud dalam
Pasal 96 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab
usaha dan/atau kegistan apabila :

& melakukan pelanggaran terhadap persyanatan dan
kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan
dan/atau lmn PPLH, dan/atau

b. menimbulkan pencemaran dan/atay  kerusakan
lingkungan hidup.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atay keglawn yang tidak
melaksannkan paksaan Pemerintah dapat dikena: denda
atns setinp keterlambatan pelaksanann sanksi.

(3) Besaran  denda keterlambatan pelaksanaan sanks
paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayal
mmmmwmw
Dinas.

Bagian Keempat
Pembekuan lgin Lmghkungan
Pasal 99

(1) Pembekuan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 huruf ¢ diterspkan apabils penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan :

¢ tidak melaksanakan paksaan Pemerintah;

d  melakukan kegiatan selain kegintan yang tercantum
dulnm lzin Lingkungan serta izin PPLH; dan /atau

e dugaan pemalsuan dokumen persyaratan uin
lingkungan dan/atay Lan PPLH.

(2) Kepala Dinas menerbitkan keputusan penghentian
semeniara usaha dan/atau keglatan, dalam hal sanksi
administratil yang diberikan berups pembekuin in
lingkungin dan/awmu tein PPLH



Bagian Kelima
Pencabutan lgin Lingkungan
Pasal 100
(1) Pencmbutan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 huruf d ditempkan apabila penanggung

jwwab usaha dan/atau kegintan .

a memindahiangankan isin usahanya kepada pihak
Jain tanpa persetujuan tertulis darn pembert izin
usaha;

b tidek melaksanakan sebaglan besar atau seluruh
paksaun pemerintah yang telah diterapkan dalam
wikiy tertenty; dan/atau

c. mmmmwm;mu
perusakan  lingkungan yang ~ membahayakan
keselamatan dan kesehatan manusia,

(3] Kepala Dinas menerbitkan keputusan pencabutan izin
usaha dan/atau kegiatan, dalamm hal sanksi
lingkungan dan/atau izin PPLH.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu

A Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup melalu)
pengadilan dapat ditempuh  apabils  penyeicsaian
mmwwmﬁmmumw
oleh salah satyu atau para pihak yang bersengheta.



Dagian Kedua
Penyelesainn Sengheta Lingkungan Hidup
di Luar Pengadiian
Pasal 102
(1) Penyelesaian sengketa  lingkungan hidup & luar
Pengadilan dilakukan untuk mencapal kesepakatan
mengena -
a. bentuk dan besarnya ganti rugl,
b tindakan pemulihan akibat pencemaran dan [stau
perusakan,
e tindakan fertentu untuk menjamin tidak akan
terulangnya pencemaran  dan/atau perusakan;

dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak
mp.lil’t:ﬂudtphn'kunpn!ﬂdup.

@ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
meﬂhndm;ﬁtmnuhmd-hﬂw.nﬂﬁ
dan arbitmsi sesual pilihan pam pihak yang
bersengketa.

Pasal 103
(1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh
penyelesaian sengketa  lingkungan hidup di luar
Pengadilan melalui  mediasi, pam pihak dapat
menggunakan jasa mediator dari lembaga penvedia jasa
penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk
oleh Bupati atau masysrkat.
(@ Dinasdapat
a memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia )asa
penyelesaian  sengketn lingkungan hidup yang
bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
b memfaxilitasi  penyelesaian  sengketn lingkungan
hidup di luar pengadilan Penyelesaian scngketn
lingkungan hidup di luar Pengadilan tdak beriaku
terhadap tindak pidana lingkungan hidup.



Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
luar pengadilan tidak berhanil, salah satu atau para

pihak dapat mengajukan gugatan melalul pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Melalui Pengadilan
Paragraf |
Hak Cugat Pemerintah Daerah
Pasal 104
Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan
ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran
dan/atau  perusakan lingkungan hidup  yang
mmpﬁhﬂml!ﬂuﬂnlhmnpnhuup.
Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan
tertentu  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 105
Pertimbangan untuk menggunakan hak gugal
Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Badan menunjuk kuassa hukum sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan,
Biays yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah  Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belunja Daerah.



(]

Paragrafl 2
Hak Ougat Masyarnkat

Pasal 106
Masyarakat berhak mengsjukan gugaian perwakilan
kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau
untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami
kerugian akibat pencemaran dan/atay kerusakan
linghkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila
terdapat kesamaan fakta atau perisuwa, dasar hukum,
seria jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan

angeota kelompoknya.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
Pasal 107

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan

gugatan untuk Kepentngan pelestarian  fungsi

lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan

pelestarinn lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan
tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan gantl rugi,
kecuali biaya atau pengeluaran nil

Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan

gugatan harus memenuhi persyaratan -

& berbentuk badan hukum;

b mdidlhmmmmuhlhﬂ
organisasi terscbut didirikan untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan

¢ telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan
anggaran dasarmya, paling singkat selama 2 {dua)
tahun.
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Bagian Keempal
Penegaknn Hukum Terpadu
Pasal 108

Pemerintah Dwerah, Kejaksann Negeri, dan Kepolisian
Resor membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan
Terpadu, vang keanggotaannya terdin dan unsur
Pemerintah Dmerah, Kejuksaan Negeri dan Kepolisian
Resar.

Pembentukan Tim Penegnkan Huokum Lingkungan
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bermama Bupati, Kepala
Kejaksasn Negeri dan Kopala Kepolisian Resor.

BAB XVl
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pusal 109
Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah
ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawss Negeri Sipil &
Lingkungan Pemenntah Daerah.
Penyidik Pegnwai Negeri Sipil sebagnimana dimaksud
pada aynt (1), berwenang |
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada sant itu di
tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
o, memyuruh berhenti  seomng tersangka  dan
memeriksa tanda perigenal diri tersanghka,
d. melakukan penyitaan benda dan/atau sumt;
e mengambil sidik jari dan memotret sescorang:
f memanggll orang untuk didengar dan diperiksa
sebagui termangka atnu sakai,
g mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungan dengan pemerikasann perkam;



b mengedakan  penghentian  penyidikan  setrlah
mendapat  petunjuk  darl  Penyidik  Kepolisian
Republik Indonesin bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwn tersebut bukan merupakan
tindak phlana, dan selanjutnys melalul Penyidik
Kepolisian Kepublik Indonesia memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntul Umum, tersangka atau
kelunrganya; dan

i  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan

kurungan paling lama 3 (tign) bulan atau dends paling
banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupah),
@ Tindak pidana schagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.
@ Selnin pidana sebagaimana dimakeud pada awat (1)
dapat di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
mumdimmmmﬂﬂup.

BAB XX

PEMBIAYAAN

Pamal 111
Pembisyaun yang diperluknn untuk pelaksanaan kegiatan
PPLH  dan program  pembangunan  yung berwawasan
lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan
pada:
w  anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
b sumber lainnys yang wah dan tidak mengikat



e
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HARI XX]
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 112
igin  lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya
Pemtuman Dacrah inl tetap berlaku sampal dengan mase

hubin herlakunya

HAR XX
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 113
Peraturan  Daorah  ini mulni  berlaku  pada tanggal
diundangkan.
Agar  metiap  omng  mengetahuinym, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daesrah ind dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah  Kabupaten
Kampar.
Ditetapkan di Bangkinang
pada tmnggal 30 Desember 2020
BUPATI KAMPAR,
e
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pads tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,
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HARI XX]
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 112
igin  lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya
Pemtuman Dacrah inl tetap berlaku sampal dengan mase

hubin herlakunya

HAR XX
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 113
Peraturan  Daorah  ini mulni  berlaku  pada tanggal
diundangkan.
Agar  metiap  omng  mengetahuinym, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daesrah ind dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah  Kabupaten
Kampar.
Ditetapkan di Bangkinang
pada tmnggal 30 Desember 2020
BUPATI KAMPAR,
e
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pads tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 13




PENJELASAN
ATAS
FPERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANO
PERLINDUNOAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I UMUM

Kualitas lingkungan hidup yang semakin  menurun telah
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lsinnya wsehingga perlu  dilakukan perlindungan dan pengeloiaan
lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua
pemangku kepentingan.

Semangal otonomi deerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik  Indonesia  telah  mengamanatkan
periindungan dan pengelolasn lingkungan hidup menjadi bagian dan
kewenangan wajib Pemerintah Daerah.

Lingkungan Hidup di Daerah perlu dikelola secara baik dan
bertanggungiawab demi lerjagunva kelestarian fungsi Lingkungan Hidup
untuk mendukung perikehidupan masyarakat di Daerah. Sehubungan
dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Daerah”

adalah :

a daernh menjamin pemanfuantan sumber dava alam akan
memberikan  manfuat  yang  sebesar-besarmyas  bag
kescjahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi mana
kinl maupun generns! masa depan.

b daersh menjamin hak warga negnrm atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat.



. negam mencegah  dilakukannya kegintan pemanfastan
sumberdaya  alam yang menimbulkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan”

adalah  bahwa wetinp omng memikul kewajiban  dan

tanggungawab terhadap penernni mendatang dan terhadap
sesamanyva dalam satu generasi dengan melakukan upays
peleatarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas
lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *asas keseramian dan keseimbangan®

adalah bahwa pemanfastan lingkungan hidup harus

memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonom,
soaial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
Hurufd

Yang dimaksud dengan ‘asas kesejahieraan sosial” adalah

bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hudup

dapat membantu mewujudkan kondisi terpenubmya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dis,
schingga dapat melaksanakan fungsi sosiainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan® adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan

dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan
berbagal komponen terkait.
Huruf f

Yang dimakuud dengan “asas manfast® adalah bahwa negala
usaha dan/atay kegintan pembangunan yang dilaksanakan
disesuaikan dengan  potens! sumber daya alam  dan
lingkungan  hidup  untuk  peningkatan kencjahteraan
masynrnkat  dan  harkat  manusia  sclaras dengan
lingkungannyns



Huruf g
Yang dimaksud dengan *asas kehati-hatian™ adalah bahwa
ketidakpastian mengenal dampak suatu usaha dan/atau
kegintan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologl bukan merupakan alasan untuk menunda
langkah-langkah meminimulisasi atau menghindar ancaman
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hurul h
Yang dimaksud dengan “asas keadilan® adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
mencerminkan keadilan secam proporsional bag setiap warga
negara, baik lintas daersh, lintas generasi, maupun lintas
gender.

Hurufi
Yang dimaksud dengan *asas ekomegion® adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakieristik sumber daya alam, ekosistem,
kondisi geografis, budaya masynrakat setempat dan keanfan
lokal.

Huruf §
Yang dimaksud dengan “asas keanckaragaman havat”™ adalah
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan upaya terpadu  untuk mempertahankan
keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam
hayati yang terdini atas sumber daya alam nabati dan sumber
dm:hmtnwnnimhmmmmrnmhunﬂdi
sekitarmya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asin pencemar membayar” adalah
bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau
kegiatannya menimbulkian pencemaran din/atau kerusakan
lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan
lingkungan



Huruf 1
Yang dimakwsud dengan “asan partisipati adalah bahwa seting
anggota masvaraksl didorong uniuk berperan aktil dalam
proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan
pettindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup, batk secars
langsung maupun tidak langsung
Hurul m
Yang dimaksud dengan “asan kearifan lokal” adalah bahws
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruws
memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelaa
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jeins.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jeins.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jeins,
Pasal 14
Cukup jelan



Pasal 15

Cukup jelas
Pamal 16

Cukup wias
Pasal 17

Cukup jelns
Pasal 18

Cukup jelan
Pasal 19

Cukup jelan
Pasal 20

Cukup felas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cubkup jelas.
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Pasal 32
Cukup jelan.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas,
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

Cukup jelan
Pasal S0

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup elan
Panal 52

Cukup jelas.
Panal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Panal 64

Cukup jeias.
Pasal 65

Cukup jelin.



Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelan
Pasal 70

Cukup jelns.
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas,
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.



Pasal B3

Culkup jelas,
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jolns,
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal 93

Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelns.
Pasal 98

Cukup jelns.
Pasal 99

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.



Masal 101

Cukup jelan
Pasal 102

Cukup jelas
Pasal 103

Crikup jelan
Pasal 104

Cukup jelan
Pasal 105

Cukup jelas,
Pasal 106

Cukup jelas.
Fasal 107

Cukup jelas.
Pasal 108

Cukup jelas.
Pasal 109

Cukup jelas.
Pasal 110

Cukup jelas.
Pasal 111

Cukup jelas.
Pasal 112

Cukup jelas.
Pasal 113

Cukup jelas.
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